[image: image1.png]



PAGE  


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, di muat dalam akta pendirian, yang format serta isinya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga badan hukum perseroan terbatas berisikan janji-janji yang telah disepakati yang dimuat dalam akta pendirian perseroan terbatas.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, secara tegas menetapkan bahwa perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, hal tersebut diatas menutup kemungkinan perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dibuat dengan akta lain selain akta notaris sehingga notarislah yang mempunyai kewenangan yang mutlak dalam membuat akta pendirian perseroan.

Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Dewasa ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatkanya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.

Notaris yang merupakan lembaga yang ada dan lahir dari kebutuhan karena adanya hubungan sosial sesama manusia untuk memenuhi alat bukti dibidang hubungan hukum keperdataan sebagai bukti tertulis yang bersifat otentik.
 Berdasarkan hal tersebut, maka seorang notaris dalam membuat suatu akta selalu dituntut profesionalisme dan kecermatan, ketelitian serta kehati-hatian sebab akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya pembuatan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham yaitu suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis saham tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusiannya kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal.
 

Peran Notaris sangat penting dalam pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang yaitu dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya. Akta autentik berfungsi sebagai alat bukti yang terkuat, terpenuh dan sempurna. Akta yang dibuat Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat autentik dari akta tersebut. Selain harus memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata, harus juga memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Notaris wajib memenuhi syarat-syarat tersebut agar aktanya terhindari dari cacat hukum. Tidak dapat dipungkiri, ada kalanya Notaris dalam melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan akta Notaris tersebut dibatalkan oleh pengadilan. 

Perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berpedoman pada maksud dan tujuannya, sehingga tujuan pencapaian keuntungan (laba) perseroan terbatas dapat terwujud. Untuk pencapaian keuntungan (laba) perseroan terbatas tersebut, dibutuhkan langkah-langkah yang harus dilakukan agar kegiatan bisnis dapat meningkat, langkah-langkah tersebut, yakni dengan meningkatkan kinerja perseroan terbatas yang berupa peningkatan produksi, distribusi, dan penjualan, dan dibutuhkannya relasi dan partner bisnis yang bisa menambah dan memperluas pergerakan bisnis perseroan terbatas, serta dibutuhkannya suntikan modal atau dana segar yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas bisnis perseroan terbatas, semua langkah tersebut membutuhkan legalitas yang mengikat dan kuat dimata hukum, legalitas tersebut tertuang di dalam akta perubahan perseroan terbatas, yang dibuat oleh notaris. 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa:

(1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri 

(2) Perubahan anggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Nama perseroan terbatas dan/atau tempat kedudukan perseroan. 

b. Maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan. 

c. Jangka waktu berdirinya perseroan. 

d. Besarnya modal dasar. 

e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau 

f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. 

(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.

(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. 

(5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. 

(6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. 

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. 

(9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Notaris diperlukan dalam membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS, meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kewenangan pengurus perseroan Terbatas sangat penting bagi semua pihak, baik bagi perseroan itu sendiri, pengurus yang bersangkutan maupun bagi pihak ketiga atau pihak lain yang melakukan hubungan dengan perseroan, sebab apabila pengurus tidak berwenang bertindak, maka akibat hukumnya juga perpengaruh kepada pihak lain yang berhubungan hukum sebab mereka berhubungan dengan pihak yang tidak berwenang.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuatnya ternyata di belakang hari mengandung cacat hukum maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen atau keterangan yang sebenarnya dalarn pembuatan akta tersebut. Semua kegiatan yang dilakukan oleh notaris khususnya dalam membuat akta akan selalu dimintakan pertanggung jawabkan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul  “Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Persertoan Terbatas”.

B. Rumusan Masalah


Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham ?

2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ?
3. Bagaimana hambatan-hambatan notaris  yang terjadi dalam pembuatan akta pemegang saham?

C. Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan notaris  yang terjadi dalam pembuatan akta pemegang saham.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan:

1. Secara teoritis diharapkan untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk  memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi  koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai pembuatan akta pemegang saham yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum perdata.
2. Secara praktis:

a. Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam pembuatan akta pemegang saham. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang pemalsuan surat  dalam pembuatan akta otentik. 

c. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi masyarakat khususnya mengenai pembuatan akta pemegang saham. 

� Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 8.


� Ibid, h. 72


� M. Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,  Jakarta,2014, h. 213
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